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TAHUN 2018

Economist Intelligence Unit/EIU
(Country Risk Rating):
• Akuntabilitas
• Independensi 37

International Country Risk 
Guide:

• Perizinan ekspor-impor,
• KKN 50

World Economic Forum – Executive Opinion 
Survey:
• Transparansi dana Publik
• Suap dalam sektor Publik 50

Bertlesmann Transformation Index:
• Efektivitas pemidanaan dan

pengendalian korupsi 37

Global Insight (Country Risk Rating):
• Suap dalam penyusunan regulasi dan perizinan

47

IMD world Competitiveness:
• Eksistensi Suap dan Korupsi 38

SINERGITAS STRANAS 
PK DENGAN KPK

PERC:
• Persepsi korupsi sektor publik :

a. Pimpinan politik nasional dan lokal
b. PNS Pusat dan Daerah

• Persepsi Korupsi pada instansi 
tertentu: (Kepolisian, pengadilan, BC, 
Pajak, Perijinan, Pengawasan, militer)

32

Varities Democracy Project (baru masuk di  2017)
• Penyebaran korupsi politik (How pervasive is political 

corruption?)

World Justice Project :
• Mengukur ketaatan satu negara dalam

penegakan hukum (rule of law)
• Mengukur penyalahgunaan kewenangan publik

pada: Eksekutf, Yudisial, Polisi/Militer dan
Legislatif
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Penerapan Manajemen Anti Suap
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Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta
Aksi 

No. 5

1. Peningkatan 

Manajemen anti 

suap bagi 

perusahaan 

swasta

2. Peningkatan 

profesi anti suap 

di sektor swasta

Kriteria 
Keberhasilan

Penerapan sistem 

manajemen anti suap 

(standar yang mirip 

dengan ISO 37001 

maupun panduan anti suap 

sektor swasta) secara 

meluas melalui OJK, 

Kementerian BUMN, SKK 

Migas, Kadin, Asosiasi 

Usaha dan Pemerintah 

Daerah

1. Kementerian BUMN –

BUMN Sektor Target

2. Kementerian Dalam 

Negeri – BUMD Provinsi 

Target

3. Otoritas Jasa Keuangan

– Industri Jasa Keuangan

4. SKK Migas – K3S

FOCUS 1 – PERIJINAN & TATA NIAGA



Penerapan Manajemen Anti Suap
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Aksi yang Terkait dengan penerapan Manajemen Anti Suap:

• Kawasan Berintegritas di Bandar 

Udara dan Pelabuhan Laut

• Pemerintah, BUMN dan Swasta



Latar Belakang Umum Aksi Manajemen Anti Suap
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Latar Belakang Umum Aksi Manajemen Anti Suap
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PENYALAHGUNAAN 
KEWENANGAN

Problem Tree

Lemahnya 
integritas di 

internal korporasi 
(top level 

management) 
dalam penerapan 
manajemen anti 

suap

Korporasi tidak 
memiliki panduan 

kode etik 
perusahaan yang 

secara khusus 
mengatur sistem 
manajemen anti 

suap

Lemahnya 
pengawasan 

internal
interLemahnya 

pengawasan internal
Lemanal

Lemahnya pengawasan internal

Unclarity atau 
ketidak jelasan 

prosedur 
pengaduan dan 

penyelesaian 
pengaduan

Key personnel di 
Departemen di 

korporasi dengan 
kategori “high risk” 

Lembaga tidak 
profesional dan tidak 

kompeten
(Incapability yet 

powerful)

Ego Sektoral 
antar 

Kementerian/ 
Lembaga terkait 

perizinan

Proses perizinan yang 
dikondisikan tidak 

transparan dan 
berbelit-belit

KEPENTINGAN BISNIS 
(SAVE THE OPERATION)

KORPORASI
PEJABAT 
PUBLIKTransaksional



Solution Tree

Integritas di 
top level 

management
sebagai 

required KPI

Panduan kode etik 
perusahaan secara 
khusus mengatur 

sistem manajemen 
anti suap dan 
dibentuk Ethic 

Committee

Penguatan 
pengawasan 
internal dan 
monitoring 

berkala
interLemahnya 

pengawasan internal
Lemanal

Lemahnya pengawasan internal

Mekanisme 
pengaduan dan 

penyelesaian 
pengaduan yang 

clear dan 
tersosialisasikan

Key personnel di 
Departemen di 

korporasi dengan 
kategori “high risk” 
Lembaga direkrut 

secara profesional dan 
transparan

(Incapability yet 
powerful)

Mendorong 
koordinasi antar 

Kementerian/ 
Lembaga terkait 

perizinan

Proses perizinan yang 
transparan dan 

akuntabel
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Perma 13

Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 

No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penanganan Perkara Tindak Pidana

oleh Korporasi

“Korporasi dapat dipidana bila: 

Tidak melakukan langkah-langkah yang 

diperlukan untuk melakukan Pencegahan”

atau Panduan Manajemen Anti Suap 

sejenis lainnya.
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FOKUS: K3S - BUMN – IJK - BUMD

Diawali di Provinsi:

1. Sumatera Utara 

2. Riau

3. Sumatera Selatan

4. Bali 

5. Kalimantan Barat 

6. Jawa Barat

7. Jawa Tengah 

8. Jawa Timur

9. Banten

10.Sulawesi Selatan 

11.Sulawesi Utara

12.DKI Jakarta

13.NTT 

Fokus: BPD/PDAM

Kesehata

n
Infrastruktur Migas Pangan

Kehutanan Perbankan High Risk
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Target Triwulan BUMN – IJK - BUMD

B03 B06 B09

B12

B15B18 – B21B24

1. Sosialisasi Panduan Pencegahan 

Korupsi untuk Dunia Usaha untuk 

Kementerian BUMN, OJK dan 

Kemendagri;

2. Sosialisasi Panduan Pencegahan 

Korupsi untuk BUMN, IJK dan 

BUMD oleh Kementerian BUMN, 

OJK dan Kemendagri

1. Sosialisasi lanjutan Panduan 

Pencegahan Korupsi untuk 

BUMN, IJK dan BUMD oleh 

Kementerian BUMN, OJK dan 

Kemendagri;

2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis;

3. Penerbitan kebijakan anti suap 

oleh K/L terkait;

4. Piloting penerapan Manajemen 

Anti Suap

1. Piloting penerapan 

Manajemen Anti 

Suap;

2. Pendampingan;

1. Penerapan Panduan 

Pencegahan Korupsi 

untuk Dunia Usaha;

2. Evaluasi Tahun I 

penerapan Manajemen 

Anti Suap

1. Monitoring penerapan 

Panduan Pencegahan 

Korupsi untuk Dunia 

Usaha;

1. Meningkat: Jumlah 

perusahaan BUMN, IJK dan 

BUMD yang menerapkan 

Panduan Pencegahan 

Korupsi;

1. Evaluasi Tahun II penerapan sistem 

Manajemen Anti Suap kepada 

perusahaan, BUMN, IJK/ Bank dan 

Lembaga Non Bank dan BUMD yang 

menerapakan panduan pencegahan 

korupsi;




